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Nurjihad Aifah, B11109434. Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis 
Keputusan Presiden Tentang  Pembentukan Komisi-Komisi Negara. 
Dibimbing oleh dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Kasman Abdullah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan 
komisi negara melalui keputusan  presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Kemudian untuk mengetahui eksistensi komisi negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan statute Approach. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan 
menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber bahan-bahan 
sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan 
resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal 
hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian ini. 
Bahan yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga dapat 
memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas 
dalam penulisan. 
Hasil Penelitian meninjukkan bahwa untuk mengakomodasi 
partisipasi masyarakat secara melembaga dalam rangka percepatan 
proses transisi dalam kehidupan demokrasi. Pembentukan LNS untuk 
percepatan terwujudnya kesejahteraan sosial melalui proses 
demokratisasi karena makin kompleksnya masalah ketatanegaraan dan 
administrasi pemerintahan. Selain itu, keberadaan Komisi Negara tersebut 
dikarenakan tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada 
akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sulit diberantas; Tidak 
independennya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap 
intervensi suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;  
Ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-
tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena 
persoalan birokrasi dan KKN; dan adanya tekanan lembaga-lembaga 
internasional. Kemudian Eksistensi Pembentukan Komisi Negara Melalui 
Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berpotensi 
menimbulkan sengketa lembaga Negara dikarenakan adanya kemiripan 
kewenangan diantara lembaga tersebut dan lembaga yang telah ada. Baik 
yang berada dalam kekuasaan eksekutif itu sendiri, legislatif, dan yudisial. 
Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan kewenangan tersebut adalah 
eksekutif murni, akan tetapi secara umum, lembaga Negara pembantu 
yang berbentuk komisi biasanya memiliki kewenangan semi-legislatif, 
semi-eksekutif, maupun semi-yudisial. 
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A. Latar Belakang 
Kedaulatan rakyat (popular sovereignty) dimaksudkan 
kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap 
kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa.1Sebelumnya, 
negara lebih dominan terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu 
orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara 
turun temurun.2Jadi raja atau ratulah yang menentukan seluruh 
kebijakan tanpa adanyakontrol yang jelas agar seluruh kebijakan 
pemerintahan tidak merugikan rakyatnya. Paradigma kekuasaan 
negara tersebut kemudian berubah menjadi sebuah paradigma 
kedaulatan rakyat/ demokrasi. 
Demokrasi merupakan wujud pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi  (kedaulatan 
rakyat), negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan 
antara rakyat. Tujuannya adalah melindungi hak milik, hidup, dan 
kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-
bahaya dari luar.  
Kemudian demi tercapainya demokrasi dan upaya untuk 
memunculkan kontrol terhadap kekuasaan yang begitu besar, maka 
ada pengembangan pemikiran-pemikiran tentang fungsi kekuasaan 
                                                          
1 Ni’matul Huda, Ilmu Negara,Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.  188.  
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, ed 1 Cet 3, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011, hal.  282.  
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negara Kekuasaan Negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan. Yang 
mana, menurut Montesquieu diistilahkan sebagai trias politica. Cabang 
kekuasaan yang digambarkan oleh  Montesquieu adalah adanya 
cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang 
kekuasaan yudisial. 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, juga menganut cabang-
cabang kekuasaan tersebut. Namun bukanlah secara murni seperti 
yang digambarkan oleh Monstesquieu. Di Negara modern saat ini, 
untuk melaksanakan sesuai pemikiran Monstesquieu tidak dapat 
dilakukan, karena tidak mungkin satu cabang kekuasaan saling tidak 
berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, amandemen UUD 
1945 juga menganut prinsip checks and balances untuk 
menyempurnakan hubungan cabang kekuasaan yang digambarkan 
oleh Monstesquieu. 
Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak 
lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang 
maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai 
tujuan negara. Misalnya saja pada UUD 1945, lembaga-lembaga 
Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, pertama, 
lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. 
Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana 
salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk 
mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan 
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tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk 
melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur nama dan 
pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara 
umum dan menyerahan pengaturan lebih lanjut kepada undang-
undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.3 Kemudian dapat juga kita 
lihat contoh lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, 
misalnya saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk 
dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam dinamika pemerintahan, Presiden juga membentuk 
komisi-komisi negara melalui keputusan presiden. Dasar kewenangan 
atas tersebut adalah Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI 1945) yang dinyatakan bahwa Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Beberapa contoh Komisi Negara, misalnya saja 
pembentukan Komisi Hukum Nasional yang dibentuk melalui 
pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada 
Presiden untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum, penyusunan 
tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang memperitahtinkan 
masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden, Penyelenggaraan 
bantuan kepada Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah 
                                                          
3 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia 
setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 97 
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dalam mendesain suatu rencana pembaharuan sebagai panitia 
pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaharuan di bidang 
hukum, dan pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang hukum dari 
Presiden yang berkaitan denganfungsi Komisi Hukum Nasional. 
Kemudian pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Pemrempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181/1998 yang 
dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah 
kekerasan dalam terhadap perempuan serta penghapusan segala 
bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Jika kita 
mengkaji komisi-komisi yang dibentuk melalui keputusan presiden 
tersebut, sebagian besar kewenangan tersebut telah berada pada 
lembaga yang sudah terbentuk. Hal tersebut jelas memberikan potensi 
sengketa kewenangan antara lembaga negara.  
Pasal 4 UUD NRI 1945 yang menjadi dasar  kekuasaan 
presiden untuk menjalankan pemerintahan, kemudian membentuk 
komisi negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pasal tersebut 
mempunyai makna bahwa presiden RI adalah satu-satunya orang 
yang memimpin seluruh pemerintahan. Dengan pasal tersebut, 
Presiden dapat menafsirkan dengan sangat luas. Hal tersebut 
menjadikan kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, 
padahal semangat amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk 




Namun dibalik itu semua, urgensi untuk membentuk komisi 
negara perlu dikaji lebih dalam lagi. Kemudian potensi sengketa 
kewenangan dapat terjadi di dalam kekuasaan eksekutif. Oleh karena 
itu, trend perkembangan pengelolaan kekuasaan Negara dan 
pembentukan komisi negara dalam lingkungan eksekutif melalui 
keputusan presiden memerlukan kajian yang lebih komprehensif 
dengan mengkaji perkembangan teori pembentukan komisi negara, 
kekuasaan presiden dan realitas ketaanegaraan Indonesia terkait teori 
tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah urgensi pembentukan komisi negara melalui 
keputusan  presiden dalam penyelenggaraanpemerintahan? 
2. Bagaimanakah eksistensikomisi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan komisi negara melalui 
keputusan  presiden dalam penyelenggaraanpemerintahan? 






D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 
sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam Kewenangan 
Kekuasaan Presiden. Khususnya Pembentukan Komisi Negara 
2. Manfaat teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Tata Negara, terkait mengenai Kewenangan Presiden, 





A. Demokrasi dan Negara Hukum 
Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu 
perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik 
dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara 
perjuangan kompetitif atas suara rakyat.4 Kemudian menurut Philippe 
C.  Schmitter, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana 
pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan 
mereka di wilayah publik oleh warga Negara yang bertindak secara 
tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil 
mereka yang telah terpilih.  
Demokrasi merupakan salah satu isu yang paling menjadi 
orientasi dan kerangka perubahan di era reformasi. Penataan 
kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk mewujudkan 
pemerintahan yang demokratis itu. Istilah demokrasi berasal dari 
penggalan kata Yunani “demos” yang berarti “rakyat” dan kata “kratos” 
atau “cratein” yang berarti “pemerintahan,” sehingga kata “demokrasi 
berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat.”5 Selanjutnya kata 
“pemerintahan oleh rakyat” memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan 
yang “dipilih oleh rakyat” dan (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat 
biasa” (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan 
                                                          
4Ibid, hlm 2.  
5 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm 1. 
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oleh rakyat kecil dan miskin (government by the poor) atau yang 
sering diistilahkan dengan “wong cilik.” namun yang penting dalam 
demokrasi bukan hanya siapa yang memilih pemimpin, melainkan 
juga cara dia memimpin. 
Menurut Munir Fuady6, berdasarkan kepada nilai-nilai yang 
harus dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasil minimal 
haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat. 
2. Adanya ruang tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi 
secara aktif, disamping berpartisipasi dari parlemen yang 
juga merupakan wakil-wakil dari rakyat. 
3. Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi 
manusia. 
4. Adanya sistem trias politika. 
5. Adanya sistem cheks and balances antara eksekutif, 
legislative, dan yudikatif. 
6. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi 
manusia. 
7. Adanya pemahaman yang sama (common understanding) 
diantara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. 
                                                          
6  ibid hlm hal 17-18. 
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8. Adanya suatu pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. 
9. Adanya hak untuk memilih yang merata, dan hak untuk 
dipilih juga yang merata menentukan wakil-wakilnya dan 
untuk mengisi berbagai jabatan publik. 
10. Adanya sumber-sumber informasi alternative kepada rakyat 
disamping sumber informasi resmi dari pemerintah yang 
berkuasa. 
11. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan 
kekuasaan Negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin 
hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam 
suatu pemilihan umum. 
12. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok 
dan golongan dalam masyarakat. 
13. Adanya perlindungan terhadapa golongan minoritas dan 
golongan rentan. 
14. Pengambilan putusan dengan sistem one man one vote. 
15. Adanya sistem oposisi yang kuat. 
16. Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam 
masyarakat. 
17. Sistem rekruitmen terhadap kekuasaan-kekuasaan dan 
jabatan Negara yang dilakukan secara terbuka dan fair. 
10 
 
18. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya 
suatu rotasi sistem kekuasaan yang teratur, damai, dan 
alami. 
19. Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat 
luas terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah. 
20. Adanya sistem yang akomodatif terhadap suara/ pendapat/ 
kepentingan yang ada dalam masyarakat. 
21. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan 
prinsip good governance. 
22. Perujudan prinsip supremasi hukum dan rule of law. 
23. Terujudnya sistem kemasyarakatan yang berbasis 
masyarakat madani (civil society). 
 
Urofsky7 mengidentifikasi ada sebelas prinsip dasar demokrasi 
yang berkembang, yaitu: 
1. Konstitusionalisme; 
2. Pemilihan demokratis; 
3. Federalism, Negara bagian, dan pemerintahan local; 
4. Pembentukan undang-undang;peradilan yang independen; 
5. Kekuasaan presiden; 
6. Peranan media; 
7. Peranan kelompok penekan; 
                                                          
7Ibid, hlm.  19.  
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8. Melindungi hak minoritas; 
9. Konstrol sipil atas militer.  
 
Pada umumnya masyarakat di Negara-negara sangat gandrung 
terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya 
pilihan. Penyebabnya adalah karena beberapa faktor sebagai berikut:8 
1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur 
pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan 
daripadanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi 
rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan 
yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin 
bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara 
akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai 
kebenaran, kemakmuran, dan keadilan. 
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan 
pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan 
yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang 
diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil (minoritas) 
mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka 
keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati bagi 
rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan 
pendapatnya misalnya melalui suatu pemilihan umum. 
                                                          




Karena itu, keputusannya tersebut sangat besar 
kemungkinannya untuk dipatuhi oleh rakyat. 
3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai 
oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung 
begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan 
manusia dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam 
kutipan berikut ini” 
….Demokrasi dipertahankan karena ia menghasilkan 
kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu 
masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang 
memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan 
sebagainya. … bahwa demokrasi akan memajukan 
mereka… (david miller, et al., 1983:254) 
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari 
paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah 
untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk 
sebanyak-banyaknya manusia (the most happiness for the 
greatest people), maka pengambilan putusan secara 
demokratis adalah yang paling mungkin mencapai 
kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan putusan 
secara demokratis melibatkan semua anggota masyarakat 
yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak 
atas kebahagiaan (happiness) tersebut. 
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Guna menjaga pemerintahan yang demokratis, maka diperlukan 
konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government). 
Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah 
dengan mengimplementasikan prinsip Negara hukum (the rule of law) 
dalam kehidupan bernegara.  
Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Istilah Negara Hukum 
merupakan terjemahan langsung dari istilah (Rechtsstaat). Ada dua 
tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum 
dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut Rechtsstaat dan Negara 
Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan Rule of Law. 
Ciri utama dari Negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip 
hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-
undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya. 
Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus 
dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah 
hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa 
digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara 
Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan 
pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang 
yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang 
mengaturnya.9 Dengan kata lain teori Negara berdasarkan hukum 
                                                          
9 Makalah Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. 
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secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan 
kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk 
tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas 
hukum (above the law), semuanya ada di bawah hukum (under the rule 
of law).10 
Pandangannya Friedrich Julius Stahl tentang Rechtsstaat 
merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant.  Menurutnya, 
ada empat elemen yang harus dimiliki dan menjadi ciri dari Negara 
hukum, yaitu adalah pengakuan hak-hak asasi manusia 
(grondrechten); pemisahan kekuasaan (scheiding van machten); 
pemerintahan berdasar atas undang-undang (wetmatigheid van het 
bestuur); dan peradilan tata usaha Negara/ peradilan administrasi 
(administratieve rechtspraak). 
Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam Rule of 
Law, yang berasal dari Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen 
prinsip Negara hukum, yaitu: 
1. Absolute supremacy of law, sebagai lawan dari pengaruh 
kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan 
penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau pun 
diskresi yang luas oleh pemerintah; 
                                                          
10 Romi Librayanto, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, 
Makassar: Pukap, 2008), Hal 10. 
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2. Equality before the law, yaitu kesamaan bagi semua orang 
(kelas) dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah 
atau pengadilan; dan 
3. Due process of law, yaitu segala tindakan Negara harus 
berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang 
tidak memiliki dasar hukumnya. 
 
Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan 
konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan 
konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. 
Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan 
‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, 
sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai 
faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau 
hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide 
kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. 
Dalam istilah Inggeris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu 
dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di 
Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. 
Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu 
sendiri, bukan orang.11 
                                                          




Konsistensi penerapan prinsip Negara hukum dalam suatu 
Negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua Negara 
hukum modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan 
dan kebijakan Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan 
undang-undang yang berlaku. 
Konsep Demokrasi dan Negara Hukum, saat ini telah 
bekembang saling berkonvergensi. Keduanya memunculkan konsep 
Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi yang 
berdasarkan hukum, atau secara sederhana disebut sebagai Negara 
demokrasi konstitusional. 12 
B. Kekuasaan Presiden 
1. Kekuasaan Negara 
Teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali dikenalkan oleh 
John Locke. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan memisahkan 
kekuasaan politik menjadi 3 bentuk, yaitu kekuasaan legislative 
(legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan 
kekuasaan federatif (federative power). 
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan lembaga membentuk 
undang-undang dan peraturan-peraturan yang sifatnya fundamental 
lainnya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan 
peraturan-peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan 
federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar 
                                                          
12 Op.cit., Jenedjri M. Gaffar, hlm 11 
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negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga, aliansi 
antarnegara, dan perjanjian-perjanjian dengan negara asing. 
Kemudian tiga cabang kekuasaan ini kemudian dikembangkan 
oleh Baron Montesquieu, teori ini dikenal dengan teori trias politica. 
Dalam teorinya, kekuasaan politik dibagi dalam 3 bentuk, yaitu 
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 
Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan 
pembentukan hukum atau undang-undang suatu Negara. Kekuasaan 
eksekutif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penerapan 
hukum tersebut. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan 
kehakiman. 
Kemudian menurut Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan 
Negara tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ 
Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak 
boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. 
Jika tidak demikian, kebebasan akan terancam. 
2. Kekuasaan Presiden 
Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada lembaga 
kepresidenan. Istilah president merupakan derivatif dari to preside 
yang berarti memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata Latin 
presidere berasal dari kata prae yang berarti di depan, dan kata sedere 
yang berarti duduk. Jabatan presiden yang dikenal sekarang ini, yaitu 
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sebagai kepala dari negara yang berbentuk republik, muncul di 
Amerika Serikat pada abad ke-18. 
Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut UUD 1945.13 Kekuasaan Pemerintahan tersebut menunjuk 
pada salah satu cabang kekuasaan dari konsep trias politica yang 
merupakan lembaga negara. Lembaga Kepresidenan ini mempunyai 
kedudukan yang sama dengan cabang kekuasaan lainnya sehingga 
dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya 
dalam koridor UUD 1945 sebagai wujud pelaksanaan prinsip check 
and balances. 
Adapun beberapa urusan kewenangan Presiden menurut UUD 
1945 adalah:  
a. Kewenangan yang bersifat eksekutif, yaitu kewenangan 
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.14 Karena komplek dan dinamisnya 
persoalan pemerintahan yang tidak mungkin tertampung 
semua dalam peraturan perundang-undangan, maka 
pemerintah diberi kebebasan untuk bertindak (discretionary 
power). 
b. Kewenangan yang bersifat legislatif, yaitu kewenangan untuk 
mengatur kepentingan umum berupa pengajuan rancangan 
undang-undangan kepada DPR, menetapkan peraturan 
                                                          
13 Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
14 Lihat pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
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pemerintah untuk menjalankan undang-undang, serta 
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 
c. Kewenangan yang bersifat judicial, yaitu kewenangan dalam 
rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan 
pengadilan. Kewenangan ini dilakukan oleh Presiden dalam 
bentuk pemberian grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta 
memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan dari DPR. 
d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu kewenangan 
menjalankan perhubungan dengan Negara lain atau subjek 
hukum internasional lainnyadalam konteks hubungan luar 
negeri baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan 
perang. Untuk menjalankan kewenangan diplomatik ini, 
Presiden diberi kewenangan memegang kekuasaan yang 
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 
Udara. Disamping itu, kewenangan ini juga dijalankan oleh 
Presiden dalam bentuk menyatakan perang,membuat 
perdamaian, membuat perjanjian internasional dengan 
persetujuan DPR. Presiden juga berwenang untuk 




e. Kewenangan yang bersifat administratif, yaitu kewenangan 
untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dalam 
jabatan-jabatan kenegaraan tertentu atau di dalam jabatan-
jabatan administrasi Negara. Kewenangan administrasi ini 
dilakukan oleh Presiden terhadap Konsul serta Duta 
Indonesia untuk ditempatkan dibeberapa Negara maupun 
Duta Negara lainyang menjalin hubungan diplomatik dengan 
Indonesiadengan memperhatikan pertimbangan DPR. 
Member tanda gelar, jasa, dan kehormatan lainnyaserta 
membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. 
Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang 
Wakil Presiden. Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannyan dalam masa jabatannya. ia 
digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden. 
Pemisahan kekuasaan konvensional (trias politica) Montesquieu 
memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan konsep 
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pemisahan kekuasaan negara.15 Berangkat dari teori Montesquieu, 
yang berpendapat ada tiga cabang kekuasaan dalam suatu Negara. 
Pemikiran pentingnya pembatasan kekuasaan ini dikarenakan 
kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu cenderung untuk disalah 
gunakan. Ketiga cabang tersebut adalah cabang kekuasaan eksekutif, 
kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Di Indonesia, kedudukan 
Legislatif dipegang oleh Lembaga DPR dan DPD, kekuasaan Yudisial 
dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, 
sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga 
Kepresidenan. 
Lembaga Presiden ini dipimpin oleh seorang Presiden, yang 
mana seorang Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum setiap 
Periodenya. Presiden menurut tata bahasa, kata “Presiden” adalah 
derivative dari to preside (verbum) yang artinya memimpin atau tampil 
di depan. Kalau dicermati dari bahasa Latin, yaitu prae yang artinya di 
depan dan sedere yang berarti menduduki.16  
Di Indonesia Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala 
Pemerintahan. Clinton Rossiter mencatat sedikitnya ada empat peran 
utama seorang Presiden di Amerika Serikat, sebuah Negara yang 
pertama kali memperkenalkan jabatan seorang presiden kepada dunia. 
Amerika Serikat yang dalam perkembangannya diadopsi oleh Negara-
                                                          
15 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies 
sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 
2012), hal 38 
16 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan 
UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 13. 
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negara yang memiliki jabatan presiden di Negara.17 Pertama Presiden 
sebagai kepala Negara, kedua presiden sebagai kepala eksekutif/ 
pemerintahan, ketiga presiden sebagai legislator utama, keempat 
presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. 
Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan  bahwa Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga 
dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi 
merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR.  
Namun apabila Presiden terbukti melanggar ketentuan yang 
diisyaratkan oleh UUD NRI 1945, maka MPR dapat melakukan 
impeachmant (pemberhentian) kepada Presiden. 
Menurut Bagir Manan, penyelenggaraan kekuasaan Presiden, 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersifat umum dan kekuasaan penyelengaraan pemerintahan 
yang bersifat khusus. Penyelengaraan pemerintahan yang bersifat 
umum adalah kekuasaan menyelengarakan administrasi Negara, 
sedangkan kekuasaan penyelengaraan pemerintahan yang bersifat 
khusu adalah penyelengaraan tugas dan wewenang pemerintahan 
secara konstitusional berada ditangan presiden yang memiliki sifat 
prerogative (dibidang pemerintaha), yaitu; Presiden sebagai pimpinan 
tertinggi angkatan bersenjata, dalam hubungan dengan luar negeri, 
dan hak member gelar dan tanda jasa. Meskipun kekuasaan tersebut 
                                                          
17 ibid, hal 14. 
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bersifat “prerogative”, tetapi karena berada dalam lingkungan 
kekuasaan pemerintahan maka menjadi bagian dari objek 
administrasi.18 
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 
1945.19 Kekuasaan Pemerintahan tersebut menunjuk pada salah satu 
cabang kekuasaan dari konsep trias politica yang merupakan lembaga 
negara. Lembaga Kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang sama 
dengan cabang kekuasaan lainnya sehingga dapat melakukan 
pengawasan terhadap lembaga negara lainnya dalam koridor UUD 
1945 sebagai wujud pelaksanaan prinsip check and balances. 
Selain itu ada juga beberapa kekuasaan presiden lainnya 
seperti halnya kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan, 
kekuasaan di bidang yudisial, kekuasaan dalam hubungan dengan luar 
negeri, kekuasaan yang menyatakan keadaan bahaya, kekuasaan 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, 
kekuasaan memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya, kekuasaan 
membentuk dewan pertimbangan presiden, kekuasaan mengangkat 
dan memberhentikan menteri-menteri, dan kekuasaan mengangkat, 
menetapkan atau meresmikan pejabat-pejabat Negara lainnya.  
Kekuasaan  presiden  di bidang peraturan perundang-undangan 
yaitu kekuasaan mengajukan RUU , dan membahasnya bersama DPR. 
Berdasarkan pasal 5 ayat UUD 1945 sebelum perubahan presiden 
                                                          
18 ibid, hal 99 
19 Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
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memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 
persetujuan DPR. Namun setelah perubahan kekuasaan membentuk 
undang-undang dipegang oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 
20 ayat (1) UUD 1945 . secara tegas pasal tersebut mengatakan , 
“Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang”. Meskipun 
begitu Presiden tetap mempunyai hak untuk mengajukan rancangan 
undang-undang kepada DPR. Tetapi khusus mengenai rancangan 
undang-undang tentang anmggaran pendapatan dan belanja Negara, 
hanya presiden yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan 
rancangannya. DPR dan DPD tidak mempunyai kewenangan 
mengajukan rancangan mengenai hal tersebut.20 Selain itu kekuasaan 
presiden di bidang peraturan perundang-undangan juga meliputi 
kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
undang-undang (perpu), ini berdasar pada ketentuan pasal 22 ayat (1) 
UUD 1945. Kemudian kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah, 
ini berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.   
Adapun di bidang yudisial  menurut ketentuan pasal 14 UUD 
1945 sebelum perubahan, presiden mempunyai kewenangan untuk 
member grasi , amnesty, abolisi , dan rehabilitasi. Namun, setelah 
perubahan  UUD 1945, ketentuan tersebut sedikit mengalami 
perubahan , yaitu; dalam hal memberikan grasi dan amnesty, Presiden 
                                                          
20 Op.cit, Abdul Ghoffar, , hal 100 
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memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam member 
amnesty, dan abolisi, presiden memerhatikan pertimbangan DPR.21 
Menurut Bagir Manan,kekuasaan dalam hubungan luar negeri 
adalah masuk dalam kekuasaan asli eksekutif (original power of 
executive). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Hanya 
eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak 
mengadakan perjanjian atau hubungan dengan Negara lain. Hanya 
eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perdamaian 
atau menyatakan perang  dengan Negara lain. 
Kekuasaan presiden berikutnya adalah kekuasaan menyatakan 
keadaan bahaya, ini berdasarkan pasal 12 UUD 1945 yang tidak 
memngalami perubahan, presiden mempunyai kewenagan untuk 
menyatakan keaadaan bahaya. pasal tersebut berbunyi : Presiden 
menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan merujuk pasal ini, 
maka dalam menyatakan Negara dalam keadaan bahaya, presiden 
tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun 
syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dalam undang-undang, 
yang berarti memerlukan persetujuan DPR. Tindakan presiden dalam 
hal menyatakan keadaan bahaya semata-mata , merupakan tindakan 
eksekutif. 
                                                          
21 ibid, hal 104 
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Selanjutnya kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi Angkatan Bersenjata ini berdasarkan pasal 10 UUD 1945 
yang berbunyi : “ Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas 
angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 
Kemudian Kekuasaan Presiden dalam member gelar,, tanda 
jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diatur dalam pasal15 UUD 1945. 
Kemudian kekuasaan berikutnya yaitu membentuk Dewan 
Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur  
ketatanegaraan Indonesia termasuk baru. Lembaga ini diadakan 
sebagai pengganti dari penghapusan Dewan Pertimbangan Agung 
pada perubahan keempat UUD 1945 pada siding umum MPR tahun 
2002. 
Kekuasaan presiden selanjutnya adalah mengangkat dan 
memberhentikanb menteri-menteri. Kekuasaan ini berdasarkan pada 
pasal 17 ayat (2) UUD 1945.dan kekuasaan presiden yang terakhir 
adalah kekuasaan mengangkat, menetapkan atau meresmikan 
pejabat-pejabat Negara lainnya. 
C. Komisi Negara 
Aristoteles dalam bukunya “Politics” menyatakan bahwa 
kekuasaan suatu Negara dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, 
kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-
prinsip yang harus ditaat warga Negara, yang disebut kekuasaan 
legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-
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peraturan, yang disebut kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan 
untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai 
dengan peraturan legislatif; dan apakah dalam melaksanakan 
peraturan legislative, kekuasaan eksekutif tidak menyimpang dari 
prinsip-prinsip yang ada, yang disebut kekuasaan yudikatif.22 
Selanjutnya dalam tulisan Jhon Locke, Second Treaties of Civil 
Government yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan 
aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 
menerapkannya. Ia membagi kekuasaan Negara menjadi tiga bidang 
yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Federatif. Oleh Montesqiue pemikiran 
Jhon Locke itu diteruskannya dengan mengembangkan konsep trias 
politica yang membagi kekusaan Negara dalam tiga cabang 
kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.23 Dalam teorinya, 
kekuasaan politik dibagi dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan 
legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan 
legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pembentukan 
hukum atau undang-undang suatu Negara (Fungsi Legislasi). Hans 
Kelsen juga mengungkapkan bahwa kekuasaan Legislatif (legis latio 
dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (leges).24  
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan 
                                                          
22Op.cit, Janedri M. Gaffar,  hal 110 
23 Op.cit, Jimly Asshiddiqie, hlm 285 
24 Hans Kelsen, Teri Umum Tentang Negara dan Hukum, penerjemah: Raisul 
Muttaqien, Cet VI (Bandung: Nusa Media, 2011), Hal 360-361. 
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penerapan hukum tersebut . Sedangkan kekuasaan yudisial adalah 
kekuasaan kehakiman. 
Kemudian menurut Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan 
Negara tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ 
Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak 
boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. 
Jika tidak demikian, kebebasan akan terancam.25 
Namun pada kenyataannya, teori yang di idealkan 
Monstesquieu tersebut tidak dapat diterapkan pada Negara-negara 
dewasa ini. Kenyataannya ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak 
mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat 
sederajat dan saling berhubungan satu sama lainnya. 
Pengelolaan kekuasaan negara berdasarkan Trias Politika, 
Monstesquieu pada negara modern saat ini sudah tidak mampu 
menopang/ mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan saat ini, hal tersebut disebabkan oleh perubahan 
konfigurasi politik dari otoritatianisme menuju demokrasi.26 Kemudian 
menurut A. Ahsin Tohari berpendapat bahwa, di negara yang telah 
mapan pun tidak kebal dari gagasan untuk melakukan koreksi 
pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap telah 
mencapai titik ideal. Sebagai contoh di Inggris pada saat adanya 
                                                          
25Op.cit, Gunawan A. Tauda, , hal 32 
26 ibid, hal 85. 
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konfigurasi sosial politik Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 
tidak dapat dengan mengandalkan lembaga negara yang ada, 
melainkan dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus 
yang dilakukan oleh parlemen. Pembentukan badan-badan yang 
bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan 
diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas 
persoalan-persoalan ketatanegaraan27 
Jimly berpendapat bahwa, Istilah-istilah organ, lembaga, badan, 
dan alat kelengkapan itu seringkali dianggap identik dan karena itu 
sering saling dipertukarkan. Akan tetapi, satu sama lain sebenarnya 
dapat dan perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan. 
Selanjutnya dikemukakan bahwa, lembaga apa saja yang dibentuk 
bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut lembaga negara.  
Untuk memahami pengertian organ atau lembaga secara  lebih 
dalam,kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai  
the concept of the state-organ dalam bukunya General Theory of Law and 
State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “ Whoever fulfills a fanction 
determined by the legal order is an organ”28. Siapa saja yang menjalankan 
suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah 
suatu organ. 
                                                          
27 ibid, hal 86 




Artinya organ-organ itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping 
organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang 
ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya 
itu bersifat menciptakan norma(normcreating) dan/atau bersifat 
menjalankan norma(norm applying). ”These functions , be they of a norm-
creating or of a norm-applying character , are all ultimately aimed at the 
dexecution of a legal sanction.29 
Pada dasarnya, adanya lembaga negara haruslah mempunyai 
dasar legalitas kelembagaan Negara.Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 
lembaga yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan 
oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya 
dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja 
tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Di Indonesia sendiri sekarang telah banyak lahir lembaga-
lembaga baru, dalam penjelasanya Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MKRI) menjelaskan bahwa kelahiran institusi-institusi 
demokratis dan lembaga-lembaga negara dalam berbagai bentuk 
merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi 
modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip Check 
and balances untuk kepentingan yang lebih besar. Alasan lain yang 




membuat maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang 
baru adalah adanya tekanan internal dan eksternal. tekanan internal 
ini disebabkan adanya gejolak dari dalam struktur politik dan sosial 
masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, 
kuatanya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan  
secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi kekuasaan 
negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam ketatanegaraan. 
Adapun tekanan eksternal dapat dilihat dari fenomena gerakan arus 
global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia 
internasional.30 
Di Indonesia, dikenal juga lembaga-lembaga independen. Ada 
beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan lembaga-lembaga 
baru tersebut, antara lain: 
1. Tidak kredibilitasnya lembaga-lembaga yang telah ada akibat 
asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistematik dan 
mengakar sehingga sulit untuk diberantas; 
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang telah ada 
karena satu atau lain hal dan tunduk dibawah pengaruh satu 
kekuasaan Negara atau kekuasaan lain; 
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga Negara yang telah ada untuk 
melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi 
                                                          
30 Ibid hal 59 
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demokrasi karena persoalan b irokrasi dan Korupsi, kolusi dan 
Nepotisme (KKN); 
4. Pengaruh global, dengan pembentukan yang dinamakan auxiliary 
state agency atau watchdog institutions dibanyak Negara yang 
berada dalam situasi transisi menuju demokrasi telah menjadi 
suatu kebutuhan atau bahkan suatu keharusan sebagai alternative 
dari lembaga-lembaga yang ada dan mungkin menjadi bagian dari 
sistem yang harus direformasi; dan 
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya persyaratan 
memasuki pasar global tetapi juga untuk membuat demokrasi 
sebagai satu-satunya jalan bagi Negara-negara yang asalnya 
berada dibawah kekuasaan yang otoriter. 
Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa, perkembangan 
masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta 
pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi 
negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif 
dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan fungsi-fungsi 
lembaga negara.31Selanjutnya dari latar belakang tersebutlah 
kemudian lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi 
kelembagaan (institusional experimentation) yang dapat berupa 
dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan 
(board), atau otorita (authority).Lembaga-lembaga baru tersebut biasa 
                                                          
31 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal vii 
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disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions 
sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.32 
Adapun jenis-jenis lembaga negara, berdasarkan beberapa 
penafsiran: 
1. Berdasarkan penafsiran luas, mencakup semua lembaga 
negara yang nama dan kewenangannya disebut dan 
dicantumkan dalam UUD NRI 1945 
2. Penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi dua 
golongan yaitu lembaga negara utama (main state’s organ ) 
adalah lembaga negara yang dibentuk dan memperoleh 
kewenangan  dari UUD dan merupakan manifestasi dari paham 
Trias Poltika, adapun lembaga negara pembantu adalah 
lembaga negara yang dibentuk  dan memperoleh kewanangan 
selain dari UUD dengan maksud untuk memperkuat tiga proses 
kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
3. Penafsiran gramatikal, dengan merujuk pada ketentuan  UUD 
yang memberikan kewenangan kepada MK untuk 
menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara 
yang keweanaganya diberikan oleh UUD NRI 1945. 
Pembentukan komisi negara harus mempunyai landasan pijak yang 
kuat dan paradigma yang jelas sehingga keberadaanya membawa 
manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan 
                                                          
32Ibid, hal viii 
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sistem ketatanegaraan pada khususnya. Keberadaan  dan pembentukan 
lembaga negara harus mencerminkan: 
1. Penegasan prinsip konstitusionalisme 
Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki 
agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintah 
yang ada dibatasi. sehinggga hak-hak dasar warga negara 
semakin terjamin dan demokrasi semakin terjaga 
2. Prinsip Cheks and balances 
Prinsip ini menghendaki adanya saling control antara 
cabang kekuasaan sehingga pemerintahan dijalankan tidak 
secara totaliter dan menghilangkan praktek-praktek  abuse of 
power. Prinsip ini menjadi roh pembangunan dan 
pengembangan demokrasi. 
3. Prinsip Integrasi  
Pada dasarnya konsep kelembagaan negara selain harus 
memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas juga harus 
membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan 
secara aktual. Pembentukan lembaga negara tidak biasa 
dilakukan secara parsial, keberadaanya harus dikaitkan dengan 
lembaga-lembaga lain yang telah ada dan eksis. Pembentukan 
lembaga negara harus disusun sedemikian rupa sehingga 
menjadi suatu kesatuan proses yang saling mengisi dan 
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memperkuat, tidak integralnya pembentukan  lembaga-lembaga 
negara dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan 
antarorgan yang ada sehingga menimbulkan ketidakefektifan 
penyelenggaraanpemerintahan. Secara fungsional setiap 
lembaga negara harus memiliki keterkaitan dengan lembaga 
negara lain dan jika harus jelas kepada siapa lembaga-lembaga 
tersebut bertanggungjawab (Akuntabilitasnya). 
4. Prinsip kemanfaatan bagi masayarakat 
Tujuan pembentukan negara pada dasarnya adalah untuk 
memenuhi kesejahteraan warganya dan menjamin hak-hak dasar 
yang  dijamin konstitusi. Pembentukan lembaga negara harus 
mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan dampaknya bagi 
masyarakat. Jika tidak, pembentukan lembaga-lembaga negara 
menjadi sia-sia dan hanya akan menghabiskan anggaran negara 
Sesuai dengan asas negara hukum, setiap penggunaan wewenang 
harus mempunyai dasar legalitasnya.  Sama halnya dengan lembaga-
lembaga negara dimana dalam menggunakan wewenanganya harus 
mempunyai dasar atau pijakan yang jelas apalagi dasar pembentukanya. 
Dasar pembentukan lembaga negara jika dilihat dari dasar 
pembentukanya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: 
Lembaga negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan dari UUD 
NRI 1945 dan lembaga negara yang mendapat kewenagan dari selain 
UUD NRI 1945. 
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Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan 
Pasal 7 Undang-Undang  No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan, yaitu: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia/ TAP MPR RI; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang/ Perpu; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden;dan 
6. Peraturan daerah 
a. Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; 
b. Peraturan daerah Kabupaten/kota dibuat dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; 
Berdasarkan hierarki perundang-undangan diatas, maka landasan 
yuridis pembentukan dan pemberian wewenang lembaga negara dapat 
digolongkan menjadi tiga, yaitu: 
a. Pembentukan Lembaga Negara melalui UUD NRI 1945. 
Didalam konstitusi ditentukan lembaga negara serta 
kewenangannya, baik kewenangan antar lembaga negara 
secara Horizontal   maupun secara Vertikal, yaitu berkaitan 
dengan penggunaan-penggunaan wewenang tersebut kepada 
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rakyat . beberapa lembaga/organ/fungsi yang disebut dalam 
UUD NRI 1945: 
1) Majelis Permusyawaran Rakyat(MPR) 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
3) Dewan Perwakilan Daerah(DPD) 
4) Presiden 
5) Mahkamah Agung(MA) 
6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
7) Kementerian Negara 
8) Pemerintah Daerah Provinsi 
9) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota 
10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota 
12) Komisi Pemilihan Umum 
13) Komisi Yudisial 
14) Mahkamah Konstitusi 
15) Bank Sentarl 
16) Tentara Nasional Indonesia 
17) Kepolisian Negara Republik Indonesia 
18) Dewan Petimbangan Presiden 
b. Pembentukan Lembaga Negara melalui Undang-Undang 




1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
2) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) 
3) Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) 
4) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha(KPPU) 
5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasai (KKR) 
6) Komisi Nasional untuk Anak(Komnas Anak) 
7) Komisi Kepolisian 
8) Komisi Kejaksaan 
9) Dewan Pers 
10) Dewan Pendidikan 
c. Pembentukan Lembaga Negara melalui Keputusan Presiden 
Keputusan Presiden dahulunya masuk dalam jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden dapat 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keputusan Presiden yang 
merupakan pelimpahan wewenang dari norma yang lebih tinggi 
dan keputusan Presiden yang secara langsung berdasarkan 
atribusi  UUD NRI 1945, Bahwa Presiden selaku pemegang 
kekuasaan eksekutif. Beberapa lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan melalui Keputusan Presiden : 
1) Komisi  Ombudsman  Nasional  
2) Komisi  Hukum  Nasional 
3) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 
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Ada juga komisi yang telah dilebur dengan lembaga lain, yakni 
Komisi Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara(KPKPN). Selain 
komisi diatas ada juga dewan dan satuan tugas yang dibentuk melalui 
Keputusan Presiden. 
JimlyAsshiddiqie mengemukakan33, corak dan struktur organisasi 
Negaradewasa ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat 
pesat. Setelah reformasi tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan 
komisi-komisi independen dibentuk. Beberapa diantaralembaga-
lembagaatau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan, dapat 
dikelompokan sebagai berikut: 
a. Lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat 
Independen,yaitu: 
1) Presiden dan Wakil Presiden; 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
3) Dewan Perwakilan Daerah(DPD); 
4) Majelis Permusyawaran Rakyat(MPR); 
5) Mahkamah Konstitusi ( MK); 
6) Mahkamah Agung( MA); 
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
b. LembagaNegara dan Komisi-komisi negara yang bersifat 
Independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki 
constitutional importance lainaya seperti: 
                                                          
33 Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekreatariat Jendral 
dan Kepaniteraan MKRI , 2010, Hal 159-161 
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1) Komisi Yudisial(KY); 
2) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral; 
3) Tentara Nasional Indonesia(TNI); 
4) Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI); 
5) Komisi Pemilihan Umum(KPU); 
6) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan 
kewenangannya dalam UUD NRI 1945 melainkan hanya 
dalam Undang-undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pejabat penegak hukum di bidang  Pro  Justisia, 
juga memiliki Constitutional importance yang sama dengan 
kepolisian; 
7) Komisi pemberatasan Korupsi (KPK) juga dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang tetapi memiliki sifat 
constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) 
UUD NRI 1945; 
8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS  HAM) yang 
dibentuk berdasarkan Undang-undang, tetapi juga memiliki 
constitutional Importance. 
c. Lembaga-lembaga independen yang dibentuk  
1) Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi 
Keuangan(PPATK); 
2) Komisi pengawasan  persaingan usaha (KPPU); 
3) Komisi penyiaran Indonesia (KPI) 
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Di Indonesia, pembentukan badan-badan/ komisi-komisi dilingkungan 
lembaga kepresidenan juga dilakukan. Misalnya saja dengan adanya 
pembentukan Komisi Kepolisian. Ataupun kita juga dapat melihat 
pembentukan Komisi Anti KekerasanTerhadap Perempuan. 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, pembentukan beberapa badan-
badan/ satuan tugas tersebut untuk menyelesaikan permasalahan 
sesuai pembentukannya. Namun ada beberapa pendapat juga yang 
tidak sependapat dengan pembentukan badan-badan/ satuan tugas 
tersebut. Misalnya saja Yusril Iza Mahendra yang berpendapat bahwa, 
Tugas utama Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara 
menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Lembaga-
lembaga pemerintahan semua telah ada berdasarkan Undang-Undang 
Dasar dan Undang-Undang. Presiden harus mengefektifkan lembaga-
lembaga yang ada ini, bukan membentuk satgas-satgas yang tak 
pernah jelas batas kewenangannya.34 Kemudian Jimly Asshidiqie juga 
berpendapat mengenai pembentukan komisi-komisi/badan-badan 
sudah sangat banyak, pembentukan tersebut dilakukan tanpa 
memperhatikan kewenangan-kewenangan lembaga yang telah ada, 
sehingga adanya tumpang-tindih kewenangan lembaga-
lembaga/komisi-komisi/badan-badan tersebut.  
                                                          
34 http://yusril.ihzamahendra.com/2012/03/16/pemerintahan-satgas-yang-serba-





A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan di perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan karena dalam 
penulisan skripsi ini penulis membutuhkan data-data yang berkaitan 
dengan dasar hukum penormaan di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen) dan 
keputusan presiden mengenai pembentukan komisi negara dan di 
perpustakaan tersebut tersedia Naskah Konprehensif mengenai 
ketentuan kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan. 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, maka 
diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum 
ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber hukum primer dan 
sumber hukum sekunder. 
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan 
perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber 
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bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, 
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-
komentar terkait penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk 
memperoleh bahan dan informasi yaitu Statute Approach (Pendekatan 
Undang-Undang) dengan literatur yang berhubungan dengan masalah 
yang dibahas seperti: 
1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
penulisan ini, catatan-catatan resmi atau risalah siding 
pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan 
pengadilan 
2. Buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal karya 
ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 
dalam penulisan. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Statute 
Aproach (pendekatan Undang-Undang) yaitu itu menganalisa bahan 
hukum yang diperoleh dari metode penelitian ini dengan cara 
menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari penelitian 
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berdasarkan metode kualitatif, shingga dapat memperoleh gambaran 


















A. Urgensi Pembentukan Komisi Negara Melalui Keputusan Presiden 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu Negara 
adalah  konsep kedaulatan yang dianut.35 Dalam tataran negara 
Indonesia, Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat36 dan 
konsep Negara hukum.37 Kemudian konsep ini dikenal dengan istilah 
demokrasi konstitusional (consitusional democracy). Dalam demokrasi 
konstitusional, sebuah negara memegang teguh prinsip kedaulatan 
tertinggi yang berada di tangan rakyat, yang mana kekuasaan itu 
diberikan kepada penyelenggara Negara untuk mengatur jalannya 
Negara, mengantisipasi konflik yang ada di dalam kehidupan 
berbangsa dalam rangka mewujudkan cita Negara. Dalam 
penyelenggaraan demokrasi tersebut, dalam kaitannya untuk menjaga 
penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang oleh pemegang 
kekuasaan, maka kekuasaan tersebut harus dijalankan berdasarkan 
hukum. 
Di Indonesia, UUD NRI 1945 adalah sebuah konstitusi Negara 
yang menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara dalam 
mewujudkan cita negara. Konstitusi menjadi supreme karena 
                                                          
35 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia 
Setelah Perubahan UUd 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 3. 
36 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
37 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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diasumsikan sebagai wujud “kesepakatan seluruh rakyat”, bukan 
hanya “kesepakatan mayoritas rakyat”.38 Dari UUD 1945 inilah maka 
kekuasaan, kewenangan ataupun proses penyelenggaraan ini 
kemudian diatur sedemikian rupa guna terwujudnya cita negara 
berdasarkan Pembukaan UUD 1945. 
Dalam UUD 1945, konsep trias politica juga dianut dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Teori Trias politica (politik tiga serangkai) 
yang didalilkan oleh Montesquieu dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan 
Negara, yaitu kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan 
Kekuasaan Yudisial. Kekuasaan legislatif di pegang oleh 3 (tiga) 
Lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Kemudian Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden 
sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan dalam sistem 
presidensil. Sedangkan kekuasaan yudisial yang dipegang oleh 
Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Dalam menjalankan kekuasaan negara, lembaga negara 
tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Kekuasaan legislatif 
mempunyai fungsi Legislasi (pembentukan peraturan perundang-
undangan), Fungsi Budgeting (fungsi anggaran) dan Fungsi Kotrol 
(fungsi pengawasan).39 Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai 
                                                          
38 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia 
Setelah Perubahan UUd 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), hal 23. 
39 Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 194540 dan kepala 
Negara. Sedangkan Kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi 
menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum 
dan keadilan.41 Dalam penulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji 
mengenai kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD 1945 khususnya yang berhubungan 
dengan kewenangan Presiden untuk membentuk komisi Negara. 
Pengelolaan kekuasaan negara berdasarkan Trias Politika, 
Monstesquieu pada negara modern saat ini sudah tidak mampu 
menopang/ mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan saat ini, hal tersebut disebabkan oleh perubahan 
konfigurasi politik dari otoritatianisme menuju demokrasi.42 Kemudian 
menurut A. Ahsin Tohari43 bahwa, di negara yang telah mapan pun 
tidak kebal dari gagasan untuk melakukan koreksi pembagian 
kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap telah mencapai titik 
ideal. Sebagai contoh di Inggris pada saat adanya konfigurasi sosial 
politik Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak dapat dengan 
mengandalkan lembaga negara yang ada, melainkan dengan 
membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh 
                                                          
40 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
41 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
42 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Eksistensi independent agencies 
sebagai cabang kekuasaan baru dalam  sistem ketatanegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 
2012), hal 85. 
43 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Eksistensi independent agencies 
sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 
2012), hal 86 
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parlemen. Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini 
dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu 
menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan 
ketatanegaraan. di Indonesia, dinamika ketatanegaraan menunjukkan 
adanya fenomena mulculnya lembaga tersebut. lembaga tersebut 
bersifat quasi dari kekuasaan pemerintahan. Dalam kajian tentang 
proses transisi demokrasi di beberapa bekas negara komunis dan 
negara-negara dalam transisi dari otoritarian ke demokrasi ditemukan 
ada kecenderungan pembentukan berbagai lembaga baru Negara 
Dalam perkembangannya juga lembaga tesebut di danai oleh 
pemerintah, dalam artian masuk dalam anggaran belanja Negara. 
berdasarkan hal tersebut jumlah lembaga tersebut berada di bawah 
kementerian dan dapat pula diluar organisasi pemerintah. Berdasarkan 
kriteria tersebut, menimbulkan permasalahan hukum yang jumlah yang 
bersar sehingga terjadi inefisiensi. Sedangkan jika merujuk dinamika 
ketatanegaraan Amerika, lembaga baru tersebut bersifat independent 
bodies. Kedudukan sebagai lembaga independen tersebut dikarenakan 
lembaga tersebut dibiayai oleh pihak non-pemerintah. Jumlah lembaga 
ini lebih dari 1000 dan berkedudukan diluar organisasi pemerintah. 
Namun yang menjadi permasalahan dalam perkembangannya ada 
jumlah dan koordinasi jalannya organisasi tersebut. 
Lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan negara tidak 
lagi terbatas pada lembaga negara fundamental (state organs) seperti 
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legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di luar itu terdapat pula lembaga 
negara tambahan yang pada saat ini sering disebut sebagai Lembaga 
Non Struktural/LNS (auxiliary state agency). Keberadaan lembaga 
tersebut bersifat melengkapi, namun memiliki fungsi yang cukup 
signifikan. Lembaga-lembaga ini ada yang disebutkan secara eksplisit 
namanya di dalam UUD NRI 1945, dan ada pula yang hanya 
disebutkan fungsinya. Terdapat pula lembaga atau organ Negara yang 
disebut namanya sedangkan fungsi dan kewenangannya diatur 
dengan peraturan yang lebih rendah. 
Sebelum penjelasan UUD NRI 1945  dihapuskan dan substansinya 
dimasukan menjadi batang tubuh dalam proses perubahan UUD NRI 
1945, dikenal 7 kunci pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. 
Selain itu penjelasan  tersebut juga mengemukakan adanya empat pokok 
pikiran Pembukaan  UUD NRI 1945 yaitu: Pertama, Bahwa  negara 
Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakupi segala 
paham golongan dan paham perseorangan; Kedua, Bahwa negara 
Indonesia hendak mewujudkan keadilan  sosial bagi seluruh warganya; 
Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. 
Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat 
yang juga disebut sistem demokrasi; dan Keempat, bahwa negara 
Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain keempat pokok  pikiran 
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tersebut, keempat alinea Pembukaan UUD NRI 1945 masing-masing 
mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai 
keseluruhan sistem berpikir materi UUD NRI 1945. 
Berdasarkan keseluruhan materi UUD NRI 1945 dan jika 
mendalami pergumulan pemikiran pada saat perumusan naskah UUD NRI 
1945 maupun pada saat perubahan UUD NRI 1945, dapat dikemukakan 
adanya Sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem 
penyelenggaran Negara Indonesia,44yaitu: 
1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Cita Negara Hukum dan Rule of Law 
3. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi  
4. Demokrasi  Langsung dan  Demokrasi Perwakilan 
5. Pemisahan  Kekuasaan dan  Prinsip Check and Balances 
6. Sistem  Pemerintahan Presidensial 
7. Persatuan  dan  Keragaman 
8. Paham  Demokrasi  Ekonomi dan  Ekonomi  Pasar  Sosial 
9. Cita  Masyarakat  Madani 
Selain itu sebagai sebuah negara hukum dalam membangun 
sistem dan kelembagaan secara konstitusional harus selalu 
memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum  modern. Maka ada dua 
                                                          
44 Lihat, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, 
(Jakarta: Konstitusi Press,2005), hal. 63-84 
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belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya 
negara hukum, kedua belas prinsip tersebut adalah :45 
1. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law) 
Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip 
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan 
dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif 
mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan 
norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi 
konstitusi. Sedangakan secara empiris terwujud dalam perilaku 
pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada 
aturan hukum. 
 
2. Persamaan dalam Hukum ( Equality Before the Law) 
Setiap orang adalah sama kedudukanya dalam hukum dan 
pemerintahan. segala  sikap dan tindakan  diskriminatif adalah 
sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang 
bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat 
perkembangan kelompok tertentu.(Affirmatif Action) 
 
3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan 
                                                          
45 Asshiddiqie,op cit ., hal. 154-162 
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perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih 
dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan 
demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas 
aturan atau Rules and Procedures. Agar hal ini tidak menjadikan 
birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip Freies Ermessen 
yang memungkinkan para pejabat administrasi negara 
mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels atau 
policy rules yang berlaku internal dalam rangka menjalankan 
tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah. 
 
4. Pembatasan Kekuasaan 
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 
dengan cara menempatkan dengan prinsip pembagian 
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara 
horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk 
menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan 
mekanisme Check and Balances antara cabang-cabang 
kekuasaan. 
5. Organ-organ Pendukung Yang Independen 
Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula 
adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat 
independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian 
dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru 
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seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan 
Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. Independensi lembaga-
lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi 
agar tidak dapat disalahgunakan. 
 
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 
Peradilan bebas dan tidak memihak(Independent and Impartial 
Judiciary) mutlak keberadaanya dalam negara hukum. Hakim 
tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, 
serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh 
kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang 
(ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak 
diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan. 
 
7. Peradilan Tata Usaha Negara 
Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari 
peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, 
tetapi keberadaanya perlu disebutkan secara khusus. dalam 
setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga 
negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang 




8. Peradilan Tata Negara ( consitutionsl court) 
Negara hukum juga modern juga lazim mengadopsi gagasan 
pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperkuat 
sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan 
untuk menjamin demokrasi. 
 
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan 
hukum bagi tuntutan penegakanya melalui proses yang adil. 
Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara 
tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan 
HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan 
atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara 
ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang 
sesunguhnya. 
 
10. Bersifat Demokratis (Democratiche Rechtsstaat) 
Dianut dan dipraktikanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat 
yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan 
perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakan 




11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 
(Welfare Rechstaat) 
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan negara yang 
diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang 
dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan 
negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum. Dalam kontek Indonesia, gagasan negara 
hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 
 
12.  Transparansi dan Kontrol Sosial 
Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses 
pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki 
kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin 
kebenaran dan keadilan. 
 
Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah 
adalah hukum, bukan manusia, setiap kebijakan yang dibuat dan 
diterapkan serta setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara 
harus memiliki landasan hukum dan “berbaju” hukum. hukum dimaknai 
sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak 
pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum 
menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi 
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disamping merupakan konsekuensi logis dari konsep negara hukum, 
sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah 
wujud perjanjian sosial tertinggi. Dengan sendirinya mewujudkan 
supremasi konstitusi adalah juga mewujdkan negara hukum yang 
demokratis. Penyelenggaraan Negara yang tidak dapat mewujudkan 
cita Negara, menimbulkan desakan untuk dibentuknya lembaga negara 
independen yang bersifat state auxiliary organ sehingga pemerintahan 
dapat sampai kepada seluruh lapisan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
Mengingat ciri LNS adalah keberadaannya harus dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sifatnya sebagai 
lembaga penunjang, maka dasar hukum pembentukan LNS beragam 
pula, yaitu: 
a. LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Tahun 1945, berarti kewenangan LNS ini diatur dalam UUD, dan 
dirinci dalam UU. Meskipun demikian, pengangkatan para 
anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, karena 
Presiden merupakan pejabat administrasi negara tertinggi. 
b. LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, berarti sumber 
kewenangannya merupakan amanat suatu Undang-Undang. 
Proses pemberian kewenangan kepada LNS-LNS ini melibatkan 
peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau 
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pengubahan bentuk organisasi dan kewenangannya memerlukan 
keterlibatan DPR dan Presiden. 
c. LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, berarti 
pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya harus pula 
dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut 
mengenai organisasi LNS ini biasanya juga dituangkan dalam 
Peraturan Presiden yang bersifat regeling. 
d. LNS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/ Peraturan 
Presiden, kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala 
pemerintahan, sehingga proses pembentukannya dan 
pembubarannya merupakan manifestasi hak prerogratif Presiden. 
Sebagai lembaga penunjang, maka secara umum fungsi LNS 
juga bersifat melengkapi fungsi lembaga negara fundamental. 
Berdasarkan jumlah dan bentuk LNS yang telah teridentifikasi tersebut 
di atas, fungsifungsi yang diemban oleh LNS dapat dikategorikan 
sebagai berikut:  
a. Memberikan masukan, saran dan juga rekomendasi terhadap 
berbagai usaha perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah 
dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun budaya. 
LNS seperti ini dapat dikategorikan sebagai LNS advisory. 
b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang akan 
ataupun telah dijalankan oleh Pemerintah. Dalam kerangka ini, 
LNS merupakan penyeimbang terhadap berbagai kebijakan 
58 
 
Pemerintah, sehingga dapat disebut juga sebagai LNS 
evaluator. 
c. Menerapkan berbagai kebijakan Pemerintah terutama yang 
menyangkut terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan 
kehidupan sosial budaya di Indonesia, disebut sebagai LNS 
Implementor. 
Dasar hukum pembentukan suatu LNS terkait dengan derajat perlakuan 
hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Lembaga negara 
yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, 
sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, 
sementara yang hanya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, 
Peraturan/Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan 
dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di 
dalamnya. Dan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada pembentukan 
komisi (LNS) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. 
Kehadiran komisi-komisi negara, hadir pertama-tama dan 
terutama sebagai hasil inisiatif otonom dari negara dalam kerangka 
untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi publik, hanya saja 
asal muasal dan motif yang sama sulit dipakai untuk menjelaskan 
fenomena   kontemporer, terutama di Indonesia. Alasanya sangat 
jelas: Pertama, kehadiran lembaga-lembaga  negara sampiran negara 
merupakan refleksi dari keresahan negara atas  ketidakpastian dan 
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perlindungan atas individu dan kelompok-kelompok marginal, baik dari 
ancaman kesewenang-wenangan pejabat publik maupun dari 
ancaman  sesama warga negara atas ketidakpastian  perlindungan  
atas individu ataupun kelompok. Kedua, sebagai ekspresi dari 
keresahan negara kehadiran lembaga sampiran negara sekaligus 
mencerminkan sentralitas negara sebagai institusi publik,46 dengan 
tanggungjawab publik yang besar pula. Inisiatif negara menjadi kunci 
untuk memahami kehadiran lembaga-lembaga tersebut; dan hal itu 
menjadi  mungkin karena negara telah dimengerti dan sekaligus 
merumuskan dirinya sendiri yang memiliki kewajiban-kewajiban atas 
publik sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai representasi 
kebaikan publik. Hal inilah yang kini mengalami pergeseran secara 
dramatis seiring dengan semakin meluasnya pengapdosian gagasan-
gagasan neo-klasik yang ‘membatasi’ atau lebih tepatnya 
‘membebaskan’ negara dari tanggung jawab publiknya.47Ketiga, 
perkembangan lembaga sampiran negara merupakan produk sebuah 
evolusi yang bersifat incremental dan komplementer, dan 
terintegrasikan secara terencana ke dalam desain kelembagaan yang 
bertumpu pada pembilahan klasik Trias Politika, tidak dibentuk dalam 
                                                          
46 Institusi public dalam tulisan ini didefenisikan dalam perspektif P . Selznick (1957), 
Leadershipin Administartion  (New York) : Harpar and Row), yakni sebagai instiusi 
yang didalamnya melekat tujuan-tujuan public, menjadi instrument yang absah dan 
penyelesaian masalah kemasyarakatan, bersifat formal dan bekerja melewati batas-
batas ekspektasi tanpa harus melibatkan tambahan biaya. Cornelis Lay, op. cit., 
hlm. 11 
47 Cornelis  Lay , “ sector publik , pelayanan public dan Governance”,  dalam 
Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik, Fisipol UGM, 2005 
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semalam dan juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi 
lembaga-lembaga negara lainya. Keempat, kehadiran lembaga 
sampiran negara yang bersifat  ‘tunggal’ dalam kerangka desain 
kelembagaan yang sudah mapan yang sama sekali berbeda watak  
“masif”  dari kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara tidak 
dihadapkan pada persolan  “ kekaburan mandat” atau  “ tumpang  
tindih mandat” atau “saling meniadakan mandat”, sebagaimana kini 
dialami Indonesia.Oleh  karena negara Indonesia dalam menjalankan 
reformasi tidak cukup dengan hanya  mengandalkan lembaga-lembaga 
yang berdiri dipilar konstitusi karena pada hakikatnya itu tidak mampu 
mengakomodasi berbagai kompleksitas yang dihadapi oleh 
masyarakat. Merupakan hal yang tak terhindarkan bahwa dengan 
kebutuhan reformasi ini, Indonesia membutuhkan organ penunjang 
atau state auxiliary body, sehingga dengan kehadiran state auxiliary 
body  mampu menjawab kompleksitas publik  dan untuk menunjang 
berfungsinya sistem hukum didalam sektor  kenegaraan dan 
penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum. 
Terbentuknya puluhan Lembaga Non-Struktural (LNS) bersifat 
semi-legislatif, semi-eksekutif dan semi-yudikatif. Tujuan pembentukan 
Lembaga Non-Struktural tersebut untuk mengakomodasi partisipasi 
masyarakat secara melembaga dalam rangka percepatan proses 
transisi dalam kehidupan demokrasi. Pembentukan LNS untuk 
percepatan terwujudnya kesejahteraan sosial melalui proses 
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demokratisasi karena makin kompleksnya masalah ketatanegaraan 
dan administrasi pemerintahan. Pembentukannya bagian dari proses 
dekonsentrasi kekuasaan diikuti oleh desentralisasi dan debirokratisasi 
serta privatisasi badan usaha milik negara sehingga perlu 
mengembangkan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka otonomi 
daerah. 
Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa state 
auxiliaries atau independent bodies ini muncul karena:48 
1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang 
memerlukan independensi yang cukup untuk 
operasionalisasinya. 
2. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara 
yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang 
lebih spesifik. 
 
Selain itu, keberadaan Komisi Negara tersebut dikarenakan tidak 
adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan 
bukti) mengenai korupsi yang sulit diberantas; Tidak independennya suatu 
lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan 
negara atau kekuasaan lain;  Ketidakmampuan lembaga negara yang 
telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa 
transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN; dan adanya 
                                                          
48Teuku Amir Hamzah dkk. (ed.), Ilmu Negara… Op, Cit., hlm. 229-230. 
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tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat 
memasuki pasar global tetapi juga demokrasi sebagai satu-satunya jalan 
bagi negara- negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang 
otoriter. Dengan kata lain adanya lembaga tersebut dikarenakan (1) 
Penegakan hukum dan demokrasi (nasional); misal : Komnas HAM; (2) 
Tuntutan Global/masyarakat (nasional); misal : Badan Penanggulangan 
Lumpur Sidoarjo; (3) Tuntutan terhadap dukungan pelayanan masyarakat 
(dibawah institusi sektoral); Komite Kecelakaan Transportasi, Komisi 
Amdal, Komisi Banding Paten. 
Masalah kedudukannya struktural atau non - struktural, masalah 
financing-nya budgeter atau non-budgeter (swakelola / mandiri), masalah 
kepegawaiannya yang non pns atau semi-volunteer, perlu diposisikan 
sesuai dengan struktur keadministrasinegaraan yang ingin dibangun. 
Pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan ini memberi 
dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga - lembaga 
negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya untuk 
terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan 
efektif. 
Konstitusionalisme demokrasi untuk pengaturan kekuasaan 
berdasarkan hakikat demokrasi dilakukan agar kekuasaan terhindar dari 
perilaku otoritatif dan koruptif. Manusia yang berkuasa dapat 
menyalahgunakan kekuasaan apalagi jika kekuasaan bersifat tidak 
terbatas maka penyalahgunaan kekuasaan cenderung makin tidak 
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terbatas pula. Oleh sebab itu, pembentukan berbagai lembaga negara 
bertujuan untuk memecah sekaligus menyebar kekuasaan supaya 
terhindar dari penumpukan kekuasaan sehingga dapat menghindari 
perilaku bersifat otoritatif dan koruptif. Pembentukan lembaga negara 
dalam transisi menuju demokrasi yang memberdayakan menghasilkan 
organ pemerintahan yang baru dalam rangka pemisahan kekuasaan 
kearah penyeimbangan dan penyelarasan kekuasan tersebut (separation 
of power toward check and balance). Dalam perkembangannya negara 
tidak lagi didukung dengan keberadaan 3 (tiga) fungsi pokok yaitu 
legislatif, eksekutif, yudikatif tapi sudah berkembang menjadi 4-6 fungsi 
dengan terbentuknya state commission dan presidential commission.49 
Proses pelembagaan partisipasi publik melalui pembentukan 
Lembaga Non-Struktural relatif serupa di berbagai Negara lain dalam 
upaya demokratisasi. Pembentukan lembaga dengan melibatkan 
pemangku kepentingan mengakibatkan makin menurunnya 
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. 
Ketidakpercayaan publik (public distrust) telah mendorong lahirnya 
lembaga negara independen seterusnya menjadi pemicu lahirnya 
Lembaga Non-Struktural. 
Membentuk berbagai lembaga negara independen (national 
commission) bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara 
                                                          
49 Muladi, Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi 
Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara, Jurnal Negarawan, 
Sekretariat Negara. No 18 Tahun 2010. 
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melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk 
mewujudkan tujuan nasional. Komisi independen tersebut mengelola 
kebijakan yang bersifat strategis yaitu menyangkut kehidupan manusia 
dan lingkungannya serta kelangsungan kehidupan tersebut sebagai 
bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bersatu dan sejahtera. 
Komisi negara tersebut mengelola masalah hak asasi manusia, 
kependudukan dan migrasi, peradaban dan kebudayaan, sumber daya 
alam dan lingkungan, perbatasan dan pertahanan-keamanan negara 
termasuk perlindungan dari gangguan dan ancaman berupa 
separatism dan anarkisme serta gerakan terorisme. 
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden membentuk 
lembaga negara non-struktural (presidential commission) untuk 
percepatan sekaligus pemerataan pelayanan publik dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan nasional secara bertahap dan 
berkesinambungan. Lembaga ini mengelola kebijakan khusus sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah karena dianggap lebih efektif dan 
efisien yang melibatkan pemangku kepentingan dalam organisasi 
berbentuk forum dalam kerangka akomodasi partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan. Lembaga tersebut antara lain mengurus 
standarisasi dan sertifikasi, keamanan pangan dan energi, 
pengawasan persaingan usaha, pengupahan dan kesejahteraan 
buruh, perumahan dan perkotaan serta kawasan khusus, kepemudaan 
dan keolahragaan, dan sebagainya. 
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Lembaga Non-Struktural atau komisi kepresidenan 
dikelompokkan sesuai kepentingan yang saling mengait 
antarkementerian dalam kerangka percepatan sekaligus pemerataan 
pembangunan untuk mencapai efektivitas dan produktivitas dalam 
implementasi kebijakan. Upaya percepatan dan pemerataan 
pembangunan nasional diupayakan melalui koordinasi dalam 
kebijakan, integrasi dalam strategi, sinkronisasi dalam prioritas dan 
sinergitas dalam program dan kegiatan. Berdasarkan tugas dan 
fungsinya, maka lembaga ini terfokus kepada implementasi kebijakan 
strategis sebagai penunjang (auxiliary) atau pendukung (ad hoc) 
dengan jangka waktu penugasan sesuai kebutuhan. Penamaan sesuai 
nomenklatur yaitu Lembaga atau Akademi atau Pusat atau Satuan 
Tugas atau Tim Khusus sesuai sifatnya. 
Pembentukan lembaga baru merupakan upaya untuk 
mendorong transparansi, pemerintahan yang bersih, pemenuhan hak 
asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 
Pembentukan komisi negara independen di negara dunia ketiga 
didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan 
dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum 
dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat. Perubahan 
konstitusi dan keharusan transisi melalui governance reform bertujuan 
untuk menyelamatkan Negara dari kegagalan (failed state). Oleh 
sebab itu, perlu transformasi dalam sistem ketatanegaraan dan 
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administrasi pemerintahan antara lain melalui upaya penguatan 
institusi (institutional strengthening) dan pengembangan kapasitas 
(capacity building) untuk mendukung perubahan kebijakan (policy 
changes). Upaya ini telah dilakukan di Indonesia melalui Reformasi 




B. Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatangaraan Indonesia 
Keberadaan Komisi Negara, seharusnya berasaskan sistem 
ketatanegaraan yang berkait dengan hukum tatanegara dan 
administrasi pemerintahan sebab dibiayai dengan anggaran negara 
(APBN). Selain itu juga berdasarkan kepada sistematikanya yaitu 
klasifikasi sebagai lembaga negara (state agencies) dan lembaga 
pemerintahan (executive agencies) yang bersifat saling menunjang 
dan mendukung, sistematika dan klasifikasi tersebut berkait pula 
dengan tugas yang bersifat koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi 
dan sinergitas dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan 
yang kuat. Oleh sebab itu, lembaga negara ini bersifat quasi eksekutif 
dan quasi legislatif serta quasi yudikatif dapat menunjukkan bahwa 
pembentukan Lembaga Non-Struktural tersebut tidak mengurangi 
fungsi lembaga lainnya. 
Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini telah meniadakan 
konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga 
negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). 
Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara 
memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan 
mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan 
pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan 
kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara 
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baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap 
UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal 
dengan istilah state auxiliary organs atau state auxiliary institutions 
yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara 
Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai 
penunjang. 
Lembaga negara yang bersifat pokok atau utama adalah (i) 
Presiden; (ii) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (iii) Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD); (iv) MPR; (v) Mahkamah Konstitusi (MK); (vi) 
Mahkamah Agung (MA); dan (vii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat menunjang 
atau auxiliary belaka. 
Maka jelas bahwa lembaga non struktural bukan merupakan 
lembaga negara utama, melainkan hanyalah merupakan lembaga 
negara penunjang dari ketujuh lembaga negara utama tersebut atau 
dalam hal ini kita sebut lembaga negara bantu. Jika kita gunakan salah 
satu contoh Lembaga Negara bantu yakni KPPU, dalam Pasal 1 ayat 
(2) Keppres No. 75 Tahun 1999 menyatakan bahwa, KPPU merupakan 
lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
pemerintah serta pihak lain. 
Jika melihat pada latar belakang pendiriannya, KPPU didirikan 
secara khusus untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha, selain dari itu tidak. Pada awal pendiriannya, KPPU merupakan 
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bagian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, hal tersebut 
dapat disimpulkan dari anggaran yang disediakan bagi KPPU 
merupakan bagian dari anggaran yang dimiliki oleh Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan. Namun begitu hal ini tidak 
berpengaruh terhadap independensi KPPU dalam menjalankan 
tugasnya. 
Tidak semua lembaga negara bantu merupakan lembaga 
independen. Jika suatu komisi negara adalah independen, bila 
dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi 
yang bersangkutan atau, bila Presiden dibatasi untuk tidak secara 
bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian sang 
pimpinan komisi. Independensi suatu lembaga negara bantu dalam 
praktik ketatanegaraan Indonesia dinyatakan secara tegas dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnnya.  
Eksistensi keberadaan komisi Negara dalam perspektif hukum 
tatanegara haruslah ditinjau dari dasar hukum pembentukan, 
hubungan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban. Jika kita merujuk 
dasar pembentukan lembaga negara, komisi Negara yang dibentuk 
melalui keputusan presiden dan peraturan presiden sebagai berikut: 
NO No. Kepres Tentang 
1 181 tahun 1998 Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan 
2 16 Tahun 1999 PEMBENTUKAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM DAN 
PENETAPAN ORGANISASI 




KOMISI PEMILIHAN UMUM 
3 75 tahun 1999 KOMISI PENGAWAS 
PERSAINGAN USAHA 
4 81 Tahun 1999 PEMBENTUKAN KOMISI 
PEMERIKSA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA 
5 88 Tahun 1999 KOMISI INDEPENDEN 
PENGUSUTAN TINDAK 
KEKERASAN DI ACEH 
PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA 







7 15 tahun 2000 KOMISI HUKUM NASIONAL 
8 44 tahun 2000 KOMISI OMBUDSMAN 
NASIONAL. 
9 77 Tahun 2003 KOMISI PERLINDUNGAN 
ANAK INDONESIA 
10 52 Tahun 2004 KOMISI NASIONAL LANJUT 
USIA 
Sumber: Setneg.go.id  
NO Peraturan Presiden Tentang 
1 65 TAHUN 2005 KOMISI NASIONAL ANTI 
KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN 
2 75 TAHUN 2006 KOMISI 
PENANGGULANGAN AIDS 
NASIONAL 
3 9 Tahun 2007 Pengesahan Agreement for 
The Establishment of The 
Indiam Ocean Tuna 
Comission (Persetujuan 
tentang Pembentukan Komisi 
Tuna Samudera Hindia) 
 
4 80 TAHUN 2008 PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN PRESIDEN 






 39 TAHUN 2010 KOMISI KEAMANAN 
HAYATI PRODUK 
REKAYASA GENETIK 
5 17 TAHUN 2011 KOMISI KEPOLISIAN 
NASIONAL 
6 18 TAHUN 2011 KOMISI KEJAKSAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
7 14 Tahun 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN PRESIDEN 




8 50 Tahun 2014 ORGANISASI DAN TATA 
KERJA KOMISI PENGAWAS 
HAJI INDONESIA 
9 53 Tahun 2014 PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PRESIDEN 





 Sumber: Setneg.go.id  
Ada beberapa lembaga negara non struktural yang sifatnya komisi 
misalnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU).  
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dasar hukum 
pembentukannya ada, Undang-undang Republik Indonesia No. 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian 
dibentuk melalui Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2005 Tentang 
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia disahkan tanggal 7 Februari 
2005. Berdasarkan sifat dan kedudukannya lembaga tersebut 
merupakan lembaga non structural, kemudian Tugas dan 
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wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Namun tetap bertanggung jawab kepada presiden. 
Tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan kualitas 
kinerja Kejaksaan. Kemudian tugas lembaga ini adalah: 
1. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap 
kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan 
tugas kedinasannya. 
2. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap 
sikap dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam 
maupun di luar tugas kedinasan. 
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, 
kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya 
manusia dilingkungan kejaksaan. 
4. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil 
pengawasan, pemantauan, dan penilaian tersebut diatas untuk 
ditindak lanjuti.  
dengan tugas tersebut, Komisi Kejaksaan RI diberi kewenangan untul: 
1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan 
pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik didalam 
maupun diluar kedinasan. 
2. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau 
anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja 
dilingkungan kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan 
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kedinasan kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa 
dan pegawai Kejaksaan didalam maupun diluar kedinasan. 
3. Memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa dan pegawai 
kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan 
pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan. 
4. Meminta informasi kepada badan dilingkungan kejaksaan 
berkaitan dengan kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan 
prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan. 
5. Membuat laporan rekomendasi atau saran yang berkaitan 
dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta 
lingkungan kejaksaan atau penilaian terhadap kinerja dan 
perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan kepada Jaksa Agung 
dan Presiden. 
Eksistensi Pembentukan Komisi Negara Melalui Keputusan 
Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berpotensi 
menimbulkan sengketa lembaga negara dikarenakan adanya 
kemiripan kewenangan diantara lembaga tersebut dan lembaga yang 
telah ada. Baik yang berada dalam kekuasaan eksekutif itu sendiri, 
legislatif, dan yudisial. Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan 
kewenangan tersebut adalah eksekutif murni, akan tetapi secara 
umum, lembaga negara pembantu yang berbentuk komisi biasanya 




Kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dasar 
hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha didirikan berdasarkan 
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan pada tanggal 5 
Maret 1999, Bab VI UU tersebut mengatur keberadaan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. Kemudian melalui Keputusan Presiden 
RI No. 75 tahun 1999 disahkan pada 8 Juli 1999. Kemudian Keputusan 
Presiden RI No. 6 tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil 
Ketua dan Anggota KPPU ditetapkan tanggal 8 Januari 2002. Sifat Dan 
Kedudukan Mandiri dan Non Struktural. Berkedudukan Ditempat 
Kedudukan Pemerintah Pusat. Komisi tersebut bertanggung jawab 
Kepada Presiden. Tujuan Pendirian KPPU adalah lembaga publik, 
penegak undang-undang, dan wasit independen untuk masalah yang 
berkaitan dengan praktek persaingan usaha.  
Fungsi KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, 
kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan dan melakukan 
pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan. Kemudian 
Wewenang KPPU adalah  
1. Menerima laporan masyarakat dan atau dan pelaku usaha tentang 




2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan 
atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang 
ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dan penelitiannya. 
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat. 
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. 
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang ini. 
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan Komisi. 
8. Meminta keterangan dari Instansi Pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan undang-undang. 
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Memutuskan 
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dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku 
usaha lain atau masyarakat. 
10. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat.  
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. 
 
Sementara itu, Tugas KPPU adalah: 
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai 
dengan pasal 16 Undangundang nomor 5 tahun 1999. 
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-undang 
nomor 5 tahun 1999. 
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang akan mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 
Undang-undang nomor 5 tahun 1999. 
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4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi 
sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang nomor 5 tahun 
1999. 
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijaksanaan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-undang nomor 5 Tahun 1999.  
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Hubungan KPPU terkait instansi yakni, Mahkamah Agung RI, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Menko Perekonomian, Dan BKPM. 
Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa KPPU sebagai 
lembaga negara bantu memiliki kewenangan sebagai “eksekutif” serta 
kewenangan sebagai yudikatif. Jika kita melihat pada sistem peradilan 
yang bebas dari intervensi serta kekuatan-kekuatan diluar pengadilan, 
maka terasa agak janggal ketika kewenangan yang dimiliki KPPU 
sebagai Hakim dibarengi dengan kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penuntutan. Sebenarnya penyatuan beberapa 
kewenangan sekaligus dalam suatu lembaga negara bantu tidak hanya 
terjadi pada KPPU. Di banyak lembaga Negara bantu lainnya juga 
banyak pencampuran kewenangan yang serupa. Fenomena yang 
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terjadi adlaah banyaknya lembaga negara bantu yang bermunculan 
dan memiliki kewenangan yang bercampur baur dalam satu lembaga. 
Dari hasil kajian tersebut, menunjukkan kewenangan yang dimiliki oleh 
lembaga negara bantu banyak disebut sebagai lembaga kekuasaan 
Negara keempat (the fourth branches of the government). 
Melihat kenyataan yang seperti itu, maka menjadi wajar jika 
suatu lembaga negara bantu memiliki kewenangan yang tidak biasa, 
seperti adanya pencampuran beberapa kewenangan. Hal ini disadari 
karena memang lembaga negara bantu muncul akibat respons dari 
tidak berjalannya sistem yang sudah ada dan dijalankan oleh lembaga 
permanen atau, lembaga negara bantu memang dibentuk untuk suatu 
tujuan khusus yang tidak mungkin tujuan tersebut dapat dilaksanakan 
oleh suatu institusi yang hanya memiliki satu kewenangan saja seperti 
DPR, Polisi, Jaksa ataupun Hakim. 
Pencampuran kewenangan memang dimungkinkan terjadi, 
namun apa jadinya jika yang dicampur adalah kewenangan eksekutif 
dan kewenangan yudikatif? Apa jadinya jika Hakim yang seharusnya 
memutus suatu perkara justru diberikan kewenangan untuk membuat 
gugatan atau sebaliknya jaksa yang ditugasi untuk menuntut diberikan 
pula kewenangan untuk memutus sendiri tuntutannya tersebut? Secara 
tegas Montesquieu memisahkan tiga cabang kekuasaan yang ada 
untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan. Walaupun banyak 
anggapan yang menyatakan bahwa teori tersebut tidak pernah 
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sepenuhnya dijalankan dan bahkan sudah tidak lagi relevan, namun 
kenyataannya adalah, bahwa di setiap negara pasti ada lembaga-
lembaga yang diakui sebagai lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. 
Dan dibelahan negara manapun tidak ada negara yang memberikan 
kewenangan kepada hakimnya untuk membuat tuntutan atau gugatan 
atau sebaliknya jaksa diberikan kewenangan untuk memutus. 
Pencampuran kewenangan cabang-cabang kekuasaan dalam 
satu lembaga memang kerap diakukan di beberapa negara. Di negara 
yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara 
fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi 
menteri seseorang justru dipersyaratkan harus berasal dari anggota 
parlemen. Parlemen dapat membubarkan Kabinet melalui mekanisme 
mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan 
parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi, 
meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary tetap 
bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. 
Teori Montesquieu masih relevan sebagai acuan dalam 
pembahasan pencampuran kewenangan yang dimiliki KPPU ini. Selain 
itu, teori Montesquieu ini adalah teori awal dan paling banyak menjadi 
rujukan. ciri kewenangan KPPU yang mempunyai kemiripan dengan 
sistem peradilan dikekuasaan yudisial, dalam teori Montesquieu, ia 
tidak memasukkan pengadilan administrasi, seperti KPPU di dalam 
cabang kekuasaan yudikatif yang ia maksud. Hal ini disebabkan 
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karena pada waktu itu memang belum ada pengadilan yang sifat 
putusannya hanyalah putusan administratif. Peradilan yang dimaksud 
adalah peradilan pidan dan perdata. 
Berdasarkan hal tersebut eksistensi lembaga Negara non 
structural, yang mana KPPU sebagai contoh lembaga, dapat 
disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada pencampuran kewenangan 
yang diberikan kepada KPPU sebagai lembaga non struktural. Hal 
tersebut didasari oleh: 
1. KPPU tidak memiliki kewenangan regulasi untuk mengeluarkan 
suatu peraturan yang dapat disebut sebagai peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. 
Pedoman yang dikeluarkan oleh KPPU hanyalah dapat mengatur 
mengenai hal-hal teknis dalam pelaksanaan UU Antimonopoli. 
2. Kewenangan untuk memutus perkara persaingan dan menjatuhkan 
sanksi administratif tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan 
kewenangan yudikatif. Montesquieu tidak pernah memasukkan 
pengadilan administratif kedalam pengertian kewenangan yudikatif 
yang ia buat. Kewenangan yudikatif Montesquieu hanya terbatas 
pada peradilan pidana dan perdata, selain itu fakta bahwa dalam 
praktiknya di Prancis Pengadilan Administrasi tidak berada dibawah 
Mahkamah Agung semakin memperkuat argumen bahwa 
kewenangan untuk memutus perkara persaingan dan menjatuhkan 
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sanksi administratif tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai 
pelaksanaan kewenangan yudikatif. 
Walaupun kewenangan yang diberikan kepada KPPU dalam 
melaksanakan fungsinya terkesan sangat besar namun, jika dilihat dari 
sudut akademis besarnya kewenangan tersebut  tidak menjadi suatu 
masalah apalagi suatu hal yang salah. Permasalahan kemudian timbul 
ketika kewenangan tersebut akan diimplementasikan, karena dalam 
praktiknya, kewenangan yang ditumpuk dalam satu lembaga seperti 
yang dimiliki oleh KPPU memiliki potensi masalah yang cukup besar. 
Hal tersebut dikarenakan kecilnya potensi mendapatkan keadilan jika 
pihak yang memeriksa, menyidik dan memutus adalah pihak yang 
sama, dalam hal ini KPPU. 
KPPU diharapkan dapat bijak dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Dan usaha tersebut telah cukup ditunjukkan oleh KPPU 
dengan memisahkan beberapa biro dan bagian yang terkait dengan 
proses beracara, seperti biro investigasi yang berwenang melakukan 
penelitian dan klarifikasi laporan serta biro penindakan yang 
berwenang melakukan pemberkasan dan penanganan sidang 
majelis,194 sehingga proses beracara di KPPU tidak ditangani oleh 
satu biro atau bagian saja. Selain itu melalui kesepakatan bersama, 
Ketua dan Wakil Ketua KPPU tidak ikut menangani perkara 
persaingan. Selain alasan kesibukan, hal ini juga menjadi penting, 
karena Ketua Komisi lah yang menandatangani atau mengesahkan 
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setiap Peraturan Komisi yang dikeluarkan oleh KPPU. Walaupun 
usaha untuk menghindari adanya ketidakadilan dalam proses 
penindakan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia 
telah dilakukan oleh KPPU, namun tidak dapat dipungkiri tetap ada 
potensi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan adanya 
ketidakadilan. Kemudian hal tersebut juga dapat berpotensi terjadinya 
sengketa kewenangan dikarenakan adanya kemiripan kewenangan 










1. untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat secara melembaga 
dalam rangka percepatan proses transisi dalam kehidupan demokrasi. 
Pembentukan LNS untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan sosial 
melalui proses demokratisasi karena makin kompleksnya masalah 
ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan. Selain itu, keberadaan 
Komisi Negara tersebut dikarenakan tidak adanya kredibilitas lembaga-
lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi 
yang sulit diberantas; Tidak independennya suatu lembaga negara 
sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau 
kekuasaan lain;  Ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada 
untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa 
transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN; dan adanya 
tekanan lembaga-lembaga internasional, 
2. Eksistensi Pembentukan Komisi Negara Melalui Keputusan Presiden 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berpotensi menimbulkan 
sengketa lembaga negara dikarenakan adanya kemiripan kewenangan 
diantara lembaga tersebut dan lembaga yang telah ada. Baik yang 
berada dalam kekuasaan eksekutif itu sendiri, legislatif, dan yudisial. 
Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan kewenangan tersebut 
adalah eksekutif murni, akan tetapi secara umum, lembaga negara 
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pembantu yang berbentuk komisi biasanya memiliki kewenangan semi-
legislatif, semi-eksekutif, maupun semi-yudisial 
B. Saran 
1. Penataan lembaga negara non-struktural sebaiknya mengalami 
penataan kelembagaan dikarenakan hal tersebut masih menimbulkan 
potensi sengketa kewenangan lembaga negara. sifat lembaga negara 
non-struktural yang dibentuk melalui keputusan presiden sebaiknya 
berada dalam komando presiden dan menjalankan fungsi eksekutif 
secara murni dan bersifat teknis. Lembaga yang diarahkan untuk 
formulasi kebijakan dan evaluasinya harus berada dalam satu 
koordinasi melalui lembaga kepresidenan sedangkan lembaga yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan di bawah menteri koordinator 
berkaitan dengan bentuk pelayanan yang dikembangkan. 
2. Penataan ulang Lembaga Non-Struktural dalam kerangka 
mengefektifkan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya 
termasuk keuangan secara efisien sehingga lembaga dapat 
melaksanakan fungsi secara optimal. Jika lembaga dapat mencapai 
kinerja dan membentuk citra yang baik akan berpengaruh langsung 
terhadap lembaga pemerintahan karena terkait dengan kedudukannya 
sebagai lembaga semipemerintahan dengan fungsi khusus. Oleh 
sebab itu, penataan berdasarkan pengelompokan tugas dan fungsi 
yaitu pengaturan atau pengurusan atau pelayanan umum. Penataan 
selaras dengan program reformasi birokrasi untuk meningkatkan 
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kinerja dan citra menjadi lembaga negara yang kredibel dan reputabel 
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